BAB IV

ANALISIS HUKUM EKSISTENSI WAKAF UANG DAN
PROSES IKRAR WAKAF MENURUT UNDANG — UNDANG
NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Eksistensi Wakaf Uang
1. Analisis Wakaf Uang Menurut Undang-undang Nomor 41tahun 2004
Tentang Wakaf

Salah satu langkah strategis untuk meningkatkamnpevakaf
sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertupenyediakan
berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga Iikek@kuatan ekonomi
yang berpotensi, antara lain untuk memajukan kbsaman umum,
sehingga perlu dikembangkan pemanfaatanya sesuagawle prinsip
syari'ah.

Argumen atau alasan pembentukan Undang-undang ndrhor
tahun 2004 tentang wakaf adalah untuk menciptakatib thukum dan
administrasi wakaf guna melindungi harta benda fyakamperluas objek
wakaf dan penggunan wakaf, serta keamana wakafpeambentukan

Badan Wakaf Indonesia.
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Dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006artgnt
pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 200htentakaf terdapat
klausul mengenai objek berupa udng.

Dalam cacatan sejarah Islam, wakaf uang ternyatdahsu
dipraktekkan sejak awal abad kedua Hijriyah. Digataan oleh Imam
Bukhari bahwa Imam az-Zuhri (wafat 124 H) salalraeg terkemuka dan
peletak tadwin al-hadis| memfatwakan, dianjurkakafainar dan dirham
untuk pembangunan sarana dakwah, sosial dan pkadidimat Islani.

Wakaf benda bergerak berupa uang secara khusus thildang-
undang nomor 41 tahun 2004. ketentuan mengenaifwakg adalah :

1. Wakif dibolehkan mewakafkan uang melalui lembagakegan
syari‘ah yang ditunjuk oleh menteri
2. Wakaf uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyakadnendak

wakif yang dilakukan secara tertulis
3. Wakif diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf gan

Wakaf uang diatur dalam Undang-undang nomor 41nte2004
tentang wakaf pasal 28 yang menyebutkan bahwa :if wadépat
mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui ganb@uangan
syari'ah yang ditunjuk oleh mentéri.

Dalam Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006artgnt
pelaksanaan Undang-undang nomor 41 tahun 2004ntemiakaf pasal

22 disebutkan bahwa :

! Jaih MubarokWakaf Produktith.121

Zhttp://bimaislam.depag.go.id/?mod=public Serviced&tail&id=39

% Jaih MubarokWakaf Produktifh. 127

* Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan M@t Islam,Peraturan
Perundang-undangan Perwakafan 14
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(1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uapgah
(2) Dalam hal uang yang diwakafkan masih dalam matsguesing, maka
harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah
(3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk
a. Hadir di lembaga keuangan syari'ah penerima wakafigi (LKS
PWU) untuk menyatakan kehendakwakaf uangnya.
b. Menjelaskan kepemilikan dan asal usul uang yang naka
diwakafkan.
c. Menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKS PWU.
d. Mengisi formulir pernyataan kehendak wakif yang finegsi
sebagai AIW.
(4) Dalam hal wakif tidak dapat hadir sebagaimana diswak pada ayat
(3) huruf a, maka wakif dapat menunjuk wakil ataaganya.
(5) Wakif dapat ikrar wakaf benda bergerak berupa u&egada nadzir
dihadapan PPAIW yang selanjutnya nadzir menyerahkidi tersebt
kepada LKS PWD

Mencermati Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tgniaakaf,
terlepas mengenai kelebihan dan kekurangan Undaagng wakaf yang
ada, yang jelas, keberadaan Undang-undang sangaingpeuntuk
menegaskan kedudkan hukum wakaf uang. Setidakngadaekan fatwa
MUI dan Undang-undang tersebut, wakaf uang tidafi lmenjadi
persoalan. Yang terpenting adalah memberdayakasetyi@agga apa yang
menjadi tujuan wakaf dapat terwujud. Pada giliranmyakaf uang dapat
memberdayakan ekonomi umat, dan tidak dapat dispdlahwa kondisi
ekonomi umat yang masih berada dibawah garis kemaisk Sehingga

dengan pertimbangan seperti ini dibutuhkan kebolevekaf uang.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Wakaf Uang

® Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentadags@@aan Undang-undang nomor
41 tahun 2004 tentang wakaf, h. 8
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Wakaf secara umum sudah ada sejak zaman pra IdEmuntuk
wakaf uang secara khusus baru terjadi sejak masastdiAyyubiyah
sebagaimana pernah tercatat dalam sejarah.

Substansi wacana wakaf tunai dalam perspektif fitalmpaknya
wakaf uang tidak diperbincangkan secara luas didd#ab-kitab fikih
klasik. Hal ini bisa dipahami, wakaf uang di daldikih merupakan
sesuatu yang diperdebatkan. Bagi yang berpendagratlak wakaf uang,
tidak mungkin mereka membahas wakaf uang, sedanbkan yang
membolehkan, juga tidak mungkin membahasnya lebids,| karena
informasi wakaf uang sangat terbatas, bahakan tatkk satu ayat dan
hadist pun yang bicara tentang wakaf uang.

Berkaitan dengan wakaf uang di Indonesia, terltexigan jelas
adanya hambatan pemahaman untuk tidak mengatakansgbagai
keyakinan masyarakat Islam itu sendiri yang masilkdt dengammaz|ab
Syafi'i. walaupun ada pendapat yang membolehkamseyeerti terdapat
dalam maz|ab Hanafi dan sebagian keathaz|ab Syafi'i, pendapat ini
belum tersosialisasi dikalangan umat Islam Ind@egitas dasr ini
diperlukan fikih wakaf baru yang berwawasan ekondemgan menggali
berbagai pendapamaz|ab yang beragam sehingga bisa ditemukan

pendapat yang relevan.

Dalam pembahasan awal di dewan syari'ah nasiorfaN}UI

yang ditindaklanjuti oleh keputusan rapat komisiwia MUl dalam
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mengakomodasi kemaslahatan sejalan dengagashidusy-syari'algjang
terdapat pada konsep wakaf tunai berdasarkan pandapZuhri, ulama
maz|ab Hanafi, Maliki, dan Hanbali seperti ibnu Taimiyatan ibnu
Qudamah para ulama Indonesia telah memutuskan ume&rkbolehkan
wakaf tunaf®

Ajaran Islam memandang bahwasanya wakaf tidak hbaeyasal
dari benda tidak bergerak saja, akan tetapi dagatdgari benda bergerak.

Hal tersebut berdasarkan riwayat Abu Tsaur darimim@yafi'i, yang

berbunyi :
DA U ) S 8 5 ) S
Artinya : "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'l tentang

dibolehkannya wakaf dinar dan dirham (uahg)

Berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia (MEHd)ta
cendikiawan muslim yang membolehkan wakaf dengamddebergerak
berupa uang.

Para ulama maz|ab sepakat bahwa dalam wakaf tersebut
disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaatbdrang yang
diwakafkan tersebut, dengan catatan bahwa barangsendiri tetap

adanya. Adapun bila pemanfaatan itu menyebabkang@adersebut habis,

® Setiawan Budi Utomdrigh Aktual(jawaban tuntas masalah kontemporgh). 148
" Lihat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) @my Wakaf Uang tanggal 11 Mei
2002
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seperti makanan dan minuman, maka barang-baraegis@eptidak dapat
diwakafkan®

Dari kalangan ulama terjadi perdebatan mengenail&kbn wakaf
uang, sebagian ulama ada yang membolehkan daniaebagi tidak
membolehkan. Adapun alasan ulama yang tidak mernkeate berwakaf
dengan uang antara lain:

a. Bahwa uang bisa habis zatnya sekali pakai. Uangyahdnisa
dimanfaatkan dengan membelanjakannya sehingga igandanyap.
Sedangkan inti ajaran wakaf adalah pada kesinanalbuhgsil dari
modal dasar yang tetap lagi kekal, tidak habis Isgka@kai. Oleh
karena itu ada persyaratan agar benda yang akakafian itu adalah
benda yang tahan lama, tidak habis dipakai.

b. Uang seperti dirham dan dinar diciptakan sebagai talkar yang
memudahkan orang melakukan transaksi jual beliabwktuk ditarik
manfaatnya dengan mempersewakan zatnya.

Dan sebagian ulama memperbolehkan wakaf uang, deaigaan
sebagai berikut:

Maz|abHanafi berpendapat, bahwa harta yang sah diwakai#talah:

& Muhammad Jawad MughniyaRigh Lima Mazhabh. 645
° Biro Perbankan Syari‘ah Bank Indone§laranan Perbankan Syari‘ah.h. 98
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a. Benda tidak bergerak. Benda yang tidak bergeraHipastikan <&

«.¢c sehingga memiliki sifat kekal dan memungkinkan adap

dimanfaatkan terus menerus

b. Benda bergerak, dalamaz|abini dikenal dengan sebuah kaidah ; "
pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah beidd& bergerak”.
Sumber kaidah ini ialah asas yang paling berpehgdalam wakaf,
yaitu ta'bid (tahan lama), sebab itu mazhab ini memperboletkdaf
benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip.

Sebagian ulamanaz|ab Syafi'l membolehkan wakaf tunai sebagaimana

riwayat Abu Tsaur dari Imam Syafi'l :

v;f\;w@ J;-/USJ\ <! @3 P @f‘:ﬂ‘ u; 933 3 Sy,

Artinya : "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'l tentang
dibolehkannya wakaf dinar dan dirham (uahg)

Maz|ab Maliki berpendapat boleh juga mewakafkan benda
bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, bBd& nash yang
memperbolehkan atau tidak, karenaz|abini tidak mensyaratkan adanya
ta'bid pada wakaf, bahkan menumnaz|abini wakaf itu sah walaupun
sifatnya sementara.

Dari berbagai pandangan ulama tentang wakaf uaagafwtunai
tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian paraauttatam memberikan

fatwa sah atau tidak sahnya suatu praktik wakaf.ubial ini disebabkan
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harta wakaf adalah harta amanah yang terletakndatenaz|{ir. Sebagai
harta amanah, makaaz|{ir hanya boleh melakukan hal-hal yang
mendatangkan kemaslahatan bagi harta wakaf. Bekadaspertimbangan
ini, jika akan memilih pendapat yang membolehkamwbkaf dalam
bentuk uang, maka yang perlu dipikirkan adalah inagaa langkah yang
mungkin mengantisipasi adanya resiko kerugian yaan mengancam

eksistensi dan kesinambungan aset wakaf.

B. Analisis Proses Perubahan lIkrar
1. Eksistensi Proses lkrar

Ikrar (pernyataan) suatu perbuatan sebagaiman&askig oleh
ulama tidak diatur secara detail, biasanya yangdtkan perdebatan
adalah cara (teknis) akad, apakah dinyatakan sedcsaa (ucapan),
dinyatakan dengan isyarat (bagi yang tidak mampuayatakan secara
lisan), atau dinyatakan secara tertulis. Akan tetpprkembangan
masyarakat dari segi tertib administrasi menuntnggabungan antara
pernyataan antara lisan dengan pernyataan tertDiEngan demikian
pernyataan lisan dinilai sebagai alat bukti yangakg kuat Wa al-igrar
hujjah gashiral), dan pernyataan secara tertulis juga dinilai gabalat
bukti yang kurang kuatwa al-kitab hujjah ga>shirah sehingga
penggabungan keduanya adalah alat buktiyang(keal-jam'u bayn al-

iqrar wa al-kita>bah hujjah muta‘addiyaty

10 Jaih MubarokWakaf Produktifh. 45-46
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Meskipun dalam peraturan perundang-undangan ikakad wakaf
telah dimodifikasi dari akad tabarru’, Wakif hatesap berpegang pada
nilai tabarru' yang dikandungnya , yakni ibadah wakaf yang harus
dilakukan ditujukan untuk kebaikan dan mendapatkdha-Nya. Akad
wakaf yang dilakukan di hadapan petugas dan disaksleh para saksi
semata-mata demi menjalankan peraturan perundatapgan (sadar
hukum), dan demi kelestarian benda yang diwakatigar berdayaguna

secara maksimum dan terhindar dari sengketa d@mbah kepemilikan.

. Eksistensi Perubahan Ikrar Wakaf

Pada waktu yang lampau perubahan status bendadyaakafkan
dapat dilakukan begitu saja oleh naz|irnya tanpesaalalasan yang
meyakinkan. Hal yang demikian ini sudah barangutefian menimbulkan
reaksi dalam masyarakat terutama dari mereka yaagsuhg
berkepentingan dengan perwakafan ters€but.

Kalau suatu ketika benda wakaf yang sudah tidakubgsi lagi
dan tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi mbbényak atau demi
kepentingan umum kecuali harus melakukan perubphda benda wakaf
tarsebut, seperti menjual, merubah bentuk/sifamimeahkan tempat lain,
atau menukar dengan benda [Hinmaka dengan keadan seperti ini

kebanyakan langkah yang diambil adalah melakukambpban agar

1 Faishol Haq & Syaiful Anantiukum perwakafan di Indonies h. 54
12 Dirjen Binmas Islam dan Penyelenggaraan Hiajiy wakaf,h.80
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benda wakaf tersebut dapat berfungsi lagi dan kembampunyai
manfaat.

Maka dari sini timbulah pertanyaan, bolehkah pehnaba itu
dilakukan ?

Menurut pendapat sebagian ulama mengatakan baHaa th@nda
wakaf sudah tidak berfungsi (tidak dapat diperganakatau kurang
berfungsi maka benda tersebut tidak boleh dijudgkt boleh diganti /
ditukar, tidak dipindahkan, tapi benda tersebutiadian tetap dalam
keadaanya. Pendapat ini adalah pendapat yang dikdmou oleh Syafi'i
dan Malik*®

Perubahan status, penggantian benda dan tujuanf,wsdw@gat
ketat pengaturanya dalamaz|ab Syafii. Namun demikian berdasarkan
keadaan darurat dan prinsip maslahat, dikalangaa g@lali hukum figh
Islam maz|ablain, perubahan itu dapat dilakukan. Ini disandarlpada
pandangan agar manfaat wakaf itu tetap terus lysileng sebagai
shadaqgah jariyah, tidak mubadzir karena rusakk tlfungsi lagi dan
sebagainya®

Sebagaimana dinyatakan dalam hadis tentang waikeir,Uharta
wakaf tidak bole dijual, diwaris, atau dihibahkafang menjadi soal, bila
harta harta wakaf mengalami berkurang atau rudal, ttdak memenuhi

fungsinya sebagai harta wakaf untuk tujuan terter#gpakah harus

13 Suparman UsmaHpkum perwakafan di Indories h. 38-39
% Ibid, h.3
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dipertahankan ketentuan tidak buleh dijual, dengkibat harta wakaf

tidak berfungsi sama sekalt®

2 bid, h. 40



